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I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat
diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai
karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah Sakit
diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai
kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan,
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk
mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien,
masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di
Rumah Sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar
pelayanan Rumah Sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada
pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah
Sakit.
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah
Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan,
dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing. Pembinaan dan pengawasan bersifat teknis medis,
teknis perumahsakitan, dan nonteknis perumahsakitan. Pembinaan
dan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal.

Pembinaan dan pengawasan teknis medis dan teknis perumahsakitan
secara internal dilakukan oleh komite medik dan satuan pemeriksaan
internal yang dibentuk oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis
medis dan teknis perumahsakitan secara eskternal dilakukan oleh
tenaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan
secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan
yang melibatkan unsur masyarakat dilakukan secara eksternal oleh
badan pengawas rumah sakit.

Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
merupakan pelaksanaan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah ini didasarkan
pada pemikiran bahwa terhadap Rumah Sakit perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat,
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien,
pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan
kemandirian Rumah Sakit. Badan pengawas rumah sakit terdiri atas
BPRS dan BPRS Provinsi.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum yang
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengawas rumah sakit.

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur mengenai
kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, pengangkatan,
pemberhentian, sekretariat, dan tata kerja BPRS dan BPRS Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan
nonteknis  perumahsakitan” adalah pembinaan dan
pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan mutu
pelayanan Rumah Sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “organisasi profesi bidang
kesehatan” adalah ikatan profesi atau perkumpulan
tenaga profesi di bidang kesehatan yang berkaitan
langsung dengan perumahsakitan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, BPRS Provinsi
dapat mengikutsertakan para pakar dalam bidang yang
sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah Peraturan
Menteri yang mengatur mengenai keanggotaan BPRS.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
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Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah Peraturan
Menteri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota BPRS.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Yang dimaksud dengan “Peraturan Ketua BPRS” adalah Peraturan
Ketua BPRS yang mengatur mengenai tata kerja BPRS.

Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
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